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DESKRIPSI HKI

Karya ini membahas penggunaan wewenang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam kegiatan unjuk rasa berdasarkan perspektif hukum positif
Indonesia. Pembahasan berfokus pada dasar hukum, bentuk kewenangan, batasan
penggunaan wewenang, serta penerapan prinsip proporsionalitas dan perlindungan
hak asasi manusia. Kajian ini menguraikan kewenangan kepolisian yang meliputi
pelayanan terhadap pemberitahuan kegiatan, pengamanan secara preventif,
penegakan hukum secara represif, serta penggunaan diskresi dalam menghadapi
situasi yang dinamis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan
peraturan terkait lainnya. Karya ini juga mengidentifikasi problematika berupa
potensi penggunaan kekuatan berlebihan, lemahnya transparansi, koordinasi, serta
pengawasan. Hasil kajian menekankan pentingnya pelaksanaan wewenang
kepolisian yang legal, proporsional, akuntabel, dan tetap menghormati hak

konstitusional masyarakat.
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